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2. Data Putusan Pengadilan Agama Demak 

P U T U S A N 

Nomor 2002/Pdt.G/2017/PA.Dmk. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah 

menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:  

XXX binti XX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, 

pekerjaan Guru (XXX), tempat tinggal di XXX, dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada: XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tertanggal 09  Nopember 2017, sebagai Penggugat; 

m e l a w a n  

XXX bin XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, 

pekerjaan Pensiunan BII, tempat tinggal di XXX , sebagai 

Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya 

tertanggal 10 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Demak dengan register Nomor 

2002/Pdt.G/2017/PA.Dmk., tanggal 12 Desember 2017, telah mengajukan 

hal-hal sebagai berikut: 

13. Bahwa Penggugat  dan Tergugat menikah secara sah tanggal XX Juni 

XXX dihadapan pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan XXX Duplikat Kutipan XXXX,  tanggal XX Oktober 

XXX; 
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14. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun 

layaknya suami-istri Ba’dadukhul, dan dikaruniai empat orang anak, 

yaitu:   

e. XXX, 29 tahun bekerja di XX; 

f. XXX, 27 tahun bekerja di XX;  

g. XXX, 21 tahun kuliah di XX;  

h. XXX, 18 tahun diasuh XXt;  

15. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

XXX, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Sejak 

September 2016 Tergugat tinggal di Bangetayu Regency XXX, 

Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sementara Penggugat masih tetap 

tinggal di XX;    

16. Bahwa untuk mengajukan perceraian ini, sebagai XXX Penggugat 

telah mendapatkan ijin dari atasan Penggugat; 

17. Bahwa semula Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama 

Kristen. Pada saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam. 

Keduanya menikah secara Islam. Kira-kira enam bulan setelah 

menikah, Tergugat kembali ke agama Kristen;   

18. Bahwa setelah Tergugat kembali beragama kristen, pada saat 

beribadah hubungan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis; 

19. Bahwa sebagai muslim, Penggugat ingin mengajari anak-anak dengan 

ajaran Islam dan sebagai umat kristen Tergugat ingin anak-anaknya 

masuk Kristen;  

20. Bahwa karena Penggugat sebagai ibu lebih dekat dengan anak-anak, 

keempat anak Penggugat dan Tergugat berkeyakinan sebagai muslim, 

akan tetapi dalam dokumen kependudukan semua anak-anak tertulis 

beragama Kristen karena ayahnya ingin anaknya menjadi umat 

Kristen;  

21. Bahwa pada awal tahun 2016 Tergugat pensiun, sehingga mempunyai 

waktu lebih banyak di rumah. Keadaan tersebut membuat pertengkaran 

terus menerus karena Tergugat selalu menyerang secara spikologis 

apabila Penggugat atau anak-anak menjalankan ibadah sebagai 

muslim. Sementara Tergugat selalu berdoa di gereja dan memohon 

pada yang kuasa agar anak dan istrinya dibukakan hati untuk masuk 

Kristen;  

22. Bahwa karena pertengkaran tersebut pada bulan September 2016 

Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah usahanya di 

Semarang, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 

selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;  
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23. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil;  

24. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang tidak 

bisa didamaikan. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah berpisah 

dengan Penggugat selama 1 (satu)  tahun 2 (dua) bulan lamanya, dan 

telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomer 9 

tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)  Kompilasi Hukum Islam. Dengan 

demikian, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai lagi dan 

perceraian merupakan jalan keluar bagi Penggugat; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon pada ketua Pengadilan 

Agama Demak berkenan memeriksa perkara ini, menetapkan hari sidang 

dengan memanggil para pihak, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:  

Primair:  

4. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;  

5. Menjatuhkan talak satu XXX  bin XXX atas diri Penggugat XXX binti 

XX;  

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

Subsidair: 

Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil adilnya ( et aequo et bono); 

Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai XXX (XXX) telah 

melampirkan surat izin mengajukan cerai gugat dari pejabat berwenang 

sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Nomor XXX, Jabatan 

Guru Madya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Demak, tertanggal 02 

Oktober 2017; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah 

datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

sebagaimana relass Nomor 2002/Pdt.G/2017/PA.Dmk., tanggal 

XXX,XXX, dan tanggal XXX, yang dibacakan di dalam sidang, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu 

halangan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir 

untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada 

pendiriannya untuk menceraikan Tergugat; 
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak 

pernah datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat 

yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar 

keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula 

mengirimkan tanggapan atau jawabannya; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

C. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. : XXX, atas  nama XXX, alamat 

:  XXX,  dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Demak, tanggal 15 Desember 2015 yang oleh Ketua Majelis 

telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan 

telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor:  XXX, tanggal XXdari 

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XX, yang oleh 

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan 

aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.2; 

D. Saksi: 

1. XXX binti XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat 

tinggal di XXX, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal 

yang pada pokoknya sebagai berikut:  

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi 

sebagai tetangga Penggugat; 

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang 

menikah sudah lama dan tinggal bersama di XXX, Desa Sriwulan, 

Kecamatan Sayung dan selama berumah tangga mempunyai 4 orang 

anak; 

- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 

1 XXX, karena sejak bulan XXX Tergugat pergi meninggalkan rumah; 

- bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar 

disebabkan Tergugat kembali kepada agama Kristen, Tergugat juga 

membatasi kegiatan Penggugat dan anak-anaknya untuk melakukan 

ibadah dan menginginkan anak-anaknya masuk Kristen; 

- bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak 

pernah hidup bersama lagi, karena Tergugat tinggal di XX, Kota 

Semarang dan antara kedua belah pihak tidak saling berkunjung; 
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- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin 

bercerai dari Tergugat; 

2. XXX binti XX,  umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat 

tinggal di XXX, yang di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal 

yang pada pokoknya sebagai berikut:  

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi 

sebagai saudara sepupu Penggugat; 

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang 

menikah pada tahun XXX; 

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

XXX, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung dan selama berumah tangga 

mempunyai 4 orang anak; 

- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 

1 tahun 5 bulan, karena sejak bulan September 2016 Tergugat pergi 

meninggalkan rumah; 

- bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar 

disebabkan Tergugat kembali kepada agama Kristen, Tergugat juga 

membatasi kegiatan Penggugat dan anak-anaknya untuk melakukan 

ibadah dan menginginkan anak-anaknya masuk Kristen; 

- bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak 

pernah hidup bersama lagi, karena Tergugat tinggal di XXX, Kota 

Semarang hingga sekarang; 

- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin 

bercerai dari Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan; 

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat 

membenarkan dan tidak keberatan;  

Bahwa Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat 

bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap 

pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat, selanjutnya mohon 

putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dengan putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 
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Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 

Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut 

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) telah melampirkan surat izin mengajukan cerai gugat 

dari pejabat berwenang sebagaimana dalam duduk perkara, oleh karenanya 

Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi PNS sebagaimana yang diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;   

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 

sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta 

isinya berhubungan langsung dengan gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut 

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat; 

 Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh 

Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak, sesuai 

bukti P.1, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

gugatan tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Demak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa 

hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri 

yang sah sejak tanggal XX sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sebagai istri telah memenuhi 

syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugat cerai 

terhadap Tergugat selaku suami; 

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah 

dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, tidak pula 

menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka 

Tergugat  harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 

126 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; 
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih  

doktrin hukum yang terdapat dalam dalam Kitab Ahkamul Qur’an, Juz III, 

halaman 405 yang berbunyi: 

 من دعي الي حاكم من حكا م المسلميين فلم يجب فهو ضلم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam 

persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan 

itu maka termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”. 

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar 

berfikir untuk tidak bercerai dan supaya rukun kembali dengan Tergugat, 

akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap di sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

maka mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016  tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mohon 

Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat 

dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya 

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.”; 

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil 

gugatannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, 

serta mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan 

sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang 

dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah 

di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi 

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 145 HIR; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan 

keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri 

sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-

saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil, sehingga dapat diterima 

sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu 
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keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 

HIR;    

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat 

yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi 

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta 

dalam persidangan sebagai berikut: 

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang 

menikah pada tanggal XXX; 

- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama XXX, 

Kecamatan Sayung dan selama berumah tangga mempunyai 4 orang 

anak; 

- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat 

tinggal yang sampai dengan perkara ini didaftarkan selama 1 tahun 2 

bulan, karena sejak bulan September 2016 Tergugat pergi 

meninggalkan rumah dan tinggal di XXX, Kecamatan Genuk, Kota 

Semarang; 

- bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar 

disebabkan Tergugat kembali kepada agama Kristen, Tergugat juga 

membatasi kegiatan Penggugat dan anak-anaknya untuk melakukan 

ibadah dan menginginkan anak-anaknya masuk Kristen; 

- bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak 

pernah hidup bersama lagi; 

- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka 

dapat diperoleh fakta hukum bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan 

Tergugat kembali kepada agama Kristen, Tergugat juga membatasi 

kegiatan Penggugat dan anak-anaknya untuk melakukan ibadah dan 

menginginkan anak-anaknya masuk Kristen, yang mengakibatkan antara 

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan perkara ini 

didaftarkan sudah selama sekitar 1 tahun 2 bulan dan selama itu antara kedua belah 

pihak tidak pernah hidup bersama lagi itu, dapat dikategorikan telah terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara kedua belah pihak dan tidak ada 

harapan bagi kedua belah pihak akan rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan doktrin 

hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II, halaman 248 yang 

berbunyi sebagai berikut: 
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فا ذ ا ثبتت دعواها لد ى القا ضى ببينة الزوجة أواعترف الزوج وكان الإيذاء ممايطا  معه دوام 

 العشرة بين أمثالهما وعجزالقا ضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقها با ئنة

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim 

dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan 

adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya 

pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat 

menceraikannya dengan talak ba’in”. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf 

(f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 

22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat 

dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat 

terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan 

kepada Penggugat; 

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

5. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk datang menghadap di persidangan,  tidak hadir;  

6. Mengabulkan gugatan Penggugat  dengan verstek;  

7. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX bin XXX)  

terhadap Penggugat (XXX binti XXX); 

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah  Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu 

rupiah); 

 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan pada hari XX, 
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tanggal XX Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 

1439 Hijriyah, oleh kami XXX. sebagai Ketua Majelis, XXX dan XXX 

masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu 

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis 

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXX. 

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa 

Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.136 

 

 Hakim Anggota, Ketua Majelis, 

  

  

  

XXX XX. 

Hakim Anggota,  

 

 

XXX  

 Panitera Pengganti  

  

  

    XXX. 

 

                                                           
136 Salinan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2002/ Pdt. G/ 2017/ PA. Dmk 


